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Rika  Meidiyati/22.2013.114/  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntasi  Pemerintah  terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap 

kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eskploratif. Subjek penelitian ini adalah Pegawai 

Bidang keuangan, umum dan logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang 

berjumlah 18 pegawai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dengan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan standar  akuntansi pemerintah  mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 

Besar pengaruh sebesar 91,2%, sedangkan sisanya 8,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporann Keuangan 
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Kualitas laporan keuangan penting karena salah satu bentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan 

manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, maka semakin baik penerapan standar akuntansi 

pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat. 

Karena standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman penyajian laporan 

keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan 

Negara. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke 

desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya 

berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan 

yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka 

pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu 

akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang- 

orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan 

agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas 

dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, dkk., 2014: 2). Hal ini 

berbeda dengan pendapat menurut Munasyir (2015: 23) menyatakan bahwa 

laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara/daerah selama suatu periode. 
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Kualitas laporan keuangan penting karena salah satu bentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan 

manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang 

akan datang. Apabila laporan keuangan sudah   dapat memberikan manfaat 

dalam membuat keputusan maka dapat mendorong percepatan pembangunan 

dan pengentasan kemiskinan. Laporan keuangan berkualitas suatu lembaga atau 

instansi pemerintah dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan dari hasil audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah menilai 

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Badan 

pemeriksa keuangan  dapat memberikan empat jenis opini  terhadap laporan 

pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf 

Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) 

dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Nurhasanah, dkk., 2018: 106). Selain 

opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas laporan keuangan dapat dilihat 

juga apabila  telah  disusun  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan 

(SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi 

keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, 

dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk  memperoleh  opini  WTP  dari  BPK,  laporan  keuangan  harus 

 
melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi 
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bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan 

sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah keterbukaan dalam menyajikan 

dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh 

kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut 

perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat 

ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan 

Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta 

adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan 

terarah. 

Guna mewujudkan terciptanya opini WTP suatu lembaga pemerintah 

atau instansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas 

harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

menjelaskan bahwa laporan keuangan akan berkualitas apabila memenuhi 

krakateristik yang terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 

4) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa 

depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat 

dibandingkan  dengan  4  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  dan  dapat 

dipahami oleh penggunanya. 
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Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Palembang Tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) sesuai dengan opini BPK Nomor : 24c/HP/XIV/05/2017 namun pada 

tahun 2018 BPK melakukan audit secara sampling kepada KPU Kota 

Palembang namun nilai kinerja terhadap serapan dan laporan keuangan KPU 

Kota tidak diberikan opini, namun BPK mengeluarkan opini terhadap KPU 

secara keseluruhan. Nilai hasil opini audit BPK atas laporan keuangan KPU RI 

tahun 2018 dinyatakan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) (Lakip KPU Kota Palembang Tahun 2018,  www.kota- 
 

palembang.kpu.go.id). 
 

Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang 

diterbitkan oleh BPK jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan 

bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang 

menjadi   pengecualian   (www.kpu.go.id).    Sebagian   akuntan   memberikan 
 

julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk 

menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian 

ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan 

secara keseluruhan. Hal yang menjadi Pengecualian terhadap opini temuan 

pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum secara garis 

besarnya, yaitu : 1) rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan tidak dilakukan; 2) Pencatatan dan pelaporan bagian lancar 

tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dan piutang 
 
 

http://www.kota-palembang.kpu.go.id/
http://www.kota-palembang.kpu.go.id/
http://www.kpu.go.id/
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tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi belum memadai; 3) proses 

penetapan atas penyelesaian ganti kerugian negara tidak sesuai ketentuan; 4) 

pencatatan barang persediaan pada lima satker dan pembebanan belanja barang 

persediaan pada empat satker belum tertib; dan 5) pencatatan dan pelaporan 

hibah tidak memadai. 

Berdasarkan fenomena di atas, menunjukkan bahwa sekretariat KPU 

Kota Palembang masih belum bisa untuk mengimplementasikan Standar 

Akuntasi Pemerintah (SAP) secara memadai. Sehingga kualitas laporan 

keuangan masih jauh dari harapan pemerintah daerah dan masyarakat, motivasi 

tersebut menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dari uraian tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis 

Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang”. 

 
B.  Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan 

standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar 

akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 
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D.  Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan telah memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.   Bagi Penulis 

 
Sebagai bukti empiris yang ada tentang penerapan sistem akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 

 
2.   Bagi Instansi 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ajuan seberapa 

pentingnya sistem akuntansi pemerintah pada laporan keuangan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. 

 
3.   Bagi Almamater 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan terutama pada bidang akuntansi sektor 

publik. 
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